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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, 

maka peneliti dapat menarik kesimpulan terkait penerapan sistem panic button yang 

ada di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango antara 

lain: 

1. Penerapan sistem panic button yang ada di Desa Lamahu Kec Bolango 

sudah dijalankan sesuai apa yang diharapkan. Akan tetapi dalam 

pelaksanaanya juga terdapat masalah yakni banyak masyarakat yang masih 

enggan untuk menggunakan sistem panic button hal ini disebabkan karena 

jaringan yang masih kurang maksimal dan masyarakat banyak yang tidak 

paham penggunaan android. Maka yang harus diperhatikan dalam 

pelaksanaan kebijakan yaitu menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi kebijakan. 

2. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan sistem panic button dalam 

melayani masyarakat di desa digital Lamahu Kecamatan Bulango Selatan 

Kabupaten Bone Bolango sudah cukup baik. Hal ini terlihat dalam proses 

perencanaan sampai dengan evaluasi, beberapa faktor yang menentukan 

seperti Support (Dukungan Pemerintah), Capacity (Kemampuan Sumber 

Daya Manusia), value (Manfaat) dan Willingness (Kemauan Masyarakat) 

sudah berjalan secara efektif dan efisien. Meskipun ada beberapa hal yang
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masih  belum sesuai harapan antara lain: a) Segi Support, belum adanya 

regulasi atau aturan yang mengatur tentang pelaksanaan maupun 

penganggaran terkait penerapan sistem Panic Button, b) Segi Capacity,  

masih kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam 

berteknologi dan kondisi infastruktur pendukung yang terhambat akibat 

cuaca dan lainnya, c) Segi Value, belum dirasakan oleh seluruh lapisan 

masyarakat karena kurangnya pemahaman tentang penggunaan sistem 

android bagi sebagian masyarakat lain, d) Segi Willingness, Sebagian 

masyarakat masih enggan untuk memanfaatkan teknologi karena tidak 

memiliki pengetahuan untuk menggunakannya dan lebih memilih 

pelayanan secara langsung.  

5.2 Saran 

1. Hendaknya pemerintah desa melaksanakan pelatihan IT secara rutin khususnya 

terhadap masyarakat yang kurang paham dalam menjalankan sistem android 

demi mewujudkan sistem pelayanan desa yang efektif dan efisien dan 

melaksanakan evaluasi program melalui agenda rapat khusus membahas 

tentang sistem panic button ini demi keberlangsungan dari sistem itu sendiri. 

2. Hendaknya pemerintah daerah segera membuat peraturan sebagai bentuk 

policikal will dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango terkait 

pelaksanaan sistem panic button di Desa Digital Lamahu. 
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